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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam 
penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut: 
1. Peran Pemerintah dalam penegakan larangan pengoperasian becak motor untuk 
melindungi hak konsumen adalah Dinas Perhubungan dalam penegakan larangan 
dengan cara membatasi agar jumlah becak motor di Yogyakarta tidak bertambah 
dengan tidak memberikan rekomendasi kepada becak motor untuk beroperasi di 
Yogyakarta sehingga keberadaan becak motor tetap ilegal dan memberikan 
edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa angkut becak motor 
sehingga becak motor dapat hilang dari Yogyakarta. Sedangkan untuk tindakan 
yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selain memberikan edukasi kepada 
masyarakat, pihak kepolisian juga melakukan razia-razia terhadap becak motor 
tidak hanya dengan tindakan penilangan, tetapi juga bentor yang terkena razia 
langsung diminta untuk melepaskan mesin bentor tersebut ditempat. Dengan 
demikian, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian 
dalam penegakan larangan becak motor dan melindungi hak-hak konsumen 
sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
2. Peran yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta untuk melindungi 
hak konsumen adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisai kepada 
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masyarakat mengenai larangan becak motor yang beroperasi di Yogyakarta, 
kemudian memberitahukan kepada masyarakat mengenai resiko-resiko dan hak-
hak yang kemungkinan dilanggar oleh jasa transportasi becak motor. Sehingga 
konsumen mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak konsumen dan bagaimana 
cara untuk melindungi hak-hak tersebut agar tidak dilanggar oleh para pelaku 
usaha. Hal ini telah sesuai dengan kode etik Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat dimana pada Pasal 3 menyebutkan bahwa penyebaran 
informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai 
pengetahuan termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah perlindungan konsumen. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar dilakukan 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah dalam menghadapi fenomena becak motor sebaiknya tidak hanya 
melarang becak motor beroperasi dikarenakan ilegal tetapi juga harus 
mempertimbangkan fakta sosial yang ada dan mencari jalan keluar terbaik seperti 
dengan membuat suatu desain kendaraan yang kemampuan dan layanannya 
menyerupai becak motor dan juga memenuhi standar keselamatan lalu lintas 
sehingga memiliki legalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat masih memilih 
becak motor untuk digunakan karena dianggap lebih praktis, efisien dan harga 
yang terjangkau dibanding alat tranportasi lainnya. 
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2. Konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih atau mengunakan alat 
transportasi, selain itu konsumen juga harus memiliki kesadaran yang tinggi 
terhadap hukum perlindungan konsumen agar dapat mengetahui apa saja hak-hak 
konsumen. Dengan mngetahui hak-hak konsumen, diharapkan konsumen dapat 
melindungi hak-hak tersebut agar tidak dilanggar oleh para pelaku usaha. 
3. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya mempererat hubungan kerja 
sama dengan Lembaga Konsumen Yogyakarta. Dengan terjalinnya kerja sama 
dengan LKY, diharapkan pemerintah dapat terus mengikuti isu permasalahan 
konsumen yang ada di masyarakat dan nelakukan koordinasi, sehingga 
pemerintah dapat berupaya untuk mencari titik terang dalam menyelesaikan 
permasalahan konsumen yang sedang terjadi. 
4. LKY diharapkan tidak hanya fokus memberikan pemahaman hak-hak kepada 
konsumen saja, namun juga memberikan pemahaman tentang kewajiban dan 
tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan konsumen. 
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